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Kerja Pemerintah Menanggulangi
Kemiskinan Tahun 2012

Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu dari
11 prioritas nasional.

Sasaran utama penanggulangan kemiskinan adalah
memperkuat program-program pro-rakyat, melalui
langkah-langkah keberpihakan pada penang-
gulangan kemiskinan dan peningkatan lapangan
pekerjaan.

Alokasi anggaran bantuan sosial mencapai 63,6
triliun rupiah.

Sumber: Pidato Presiden RI Pada Penyampaian
Keterangan Pemerintah Atas RUU APBN 2012 Beserta
Nota Keuangannya, 16 Agustus 2011
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‘A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan permasalahan utama
yang harus dipecahkan. Penanggulangan secara
sinergis dan sistematis harus dilakukan agar selu-
ruh warga negara mampu mengembangkan dan
menikmati kehidupan yang bermartabat. Oleh
karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan
sangat diperlukan.

Pada era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB)
I, pemerintah menetapkan penanggulangan ke-
miskinan sebagai salah satu prioritas dan arah
kebijakan pembangunan. Prioritas pada pen-
anggulangan kemiskinan dilanjutkan oleh KIB II.
Dalam meningkatkan upaya penanggulangan
kemiskinan, Presiden mengeluarkan Perpres No.
15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulan-
gan Kemiskinan. Tujuan dikeluarkannya Perpres
tersebut adalah untuk mewujudkan visi dan misi
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil
Presiden Boediono untuk menurunkan angka ke-
miskinan hingga 8 — 10% pada akhir tahun 2014
(lihat gambar 1).
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Gambar 1. Skenario Pencapaian Penurunan
Angka Kemiskinan 2014

~—e=Tingkat Kemiskinan =m=Target RPJM (Skenario Optimis) = A= Target RPJM (Skenario Moderat)

Sumber : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (TNP2K), 2011
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EB. PENGERTIAN KEMISKINAN

1. Kemiskinan Agregat

Kemiskinan agregat menunjukkan proporsi
dan jumlah penduduk miskin yang hidup dibawah
garis kemiskinan. Angka kemiskinan agregat atau
yang sering disebut angka kemiskinan makro di-
gunakan untuk mengukur kemajuan pembangu-
nan suatu bangsa.

Perhitungan kemiskinan yang digunakan
adalah melalui pendekatan kemampuan me-
menuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).
Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang
sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan
makanan. Dalam implementasinya dihitunglah
garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan makan-
an dan bukan makanan. Penduduk yang memiliki
rata-rata pengeluaran/pendapatan per kapita per
bulan di bawah garis kemiskinan disebut pen-
duduk miskin.

2. Rumah Tangga Sasaran

Data kemiskinan agregat hanya menggam-
barkan persentase dan jumlah penduduk miskin.
Walaupun sangat berguna untuk mengetahui
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kemajuan pembangunan suatu bangsa, namun ti-
dak dapat digunakan sebagai penetapan sasaran
program penanggulangan kemiskinan. Program
penanggulangan kemiskinan seperti Program
Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bantuan
Pendidikan membutuhkan informasi tentang siapa
dan dimana penduduk miskin itu berada (by name
dan by address).

Penyaluran program penanggulangan kemiski-
nan memerlukan nama dan alamat rumah tangga
sasaran. Data rumah tangga sasaran (RTS) ini
sering disebut data kemiskinan mikro. Pengumpu-
lan datanya harus dilakukan secara sensus. Pen-
gumpulan data rumah tangga sasaran didasarkan
pada ciri-ciri rumah tangga miskin yang diperoleh
dari survei kemiskinan agregat.

Tabel 1. Ciri-ciri Rumah Tangga Sasaran (RTS)

No. Varisbel Kriteria

Luas fantai per anggota ruma tangga/keluerga <8m2.

Sumber : BPS, 2010
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Pengumpulan data RTS ini telah dilakukan
BPS sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Okto-
ber 2005 dan September 2008. Daftar RTS yang
dihasilkan bukan hanya data rumah tangga (RT)
miskin, tetapi juga mencakup daftar RT hampir
miskin (near poor).

Jumlah anggota RTS yang tergolong miskin,
jumlahnya konsisten dengan jumlah penduduk
miskin secara agregat. Jadi, sebetulnya tidak
ada dua angka kemiskinan. Jumlah anggota RTS
dalam pelaksanaan program penanggulangan ke-
miskinan lebih besar dari jumlah penduduk miskin
secara agregat, dikarenakan jumlah tersebut juga
memasukkan RTS hampir miskin.

BPS akan melakukan pengumpulan data RTS
kembali pada tahun 2011. Pengumpulan data
tersebut mengguna-kan metodologi yang telah
disempurnakan. Dengan dikumpulkannya data
RTS pada tahun 2011, diharapkan seluruh pro-
gram penanggulangan kemiskinan bersasaran
menggunakan data RTS tersebut (Unified Data-
base).

Tabel 2. Jumlah RTS Menurut Provinsi dan Kategori Ke-
miskinan Berdasar PPLS 2008



BUKU SAKU PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Provi Sangat Miski in Total

Nangigoe sceh Darussalam 83254 219528 226970 520752
Sumatera Utera 146674 01223 300166 838363
Sumatera Barat 46001 omsa 113968 25m38
Reu 31356 95703 120091 253750
s 23395 48804 0938 133137
Sumatera Seatan 10m132 244589 245221 s96942
Bengulu 24268 55968 40366 120002
Lompurg 116838 333194 280962 739994
Bangka Beliung g8 8003 15028 28008
Kepulauan R 14145 20800 30647 74601
SUMATERA 603950 1425980 1543057 3872987
oK Jakarta 28009 51083 100688 180660
Jawa Barat 484683 1.008786 1347065 2800834
Jawa Tengan 46726 1147239 1273396 2888361
D vogravarta 31937 s0ges 76823 201628
Jawa Tmur 493004 1256122 1.3306% 3070822
Banten 100701 208337 320280 20318
o 1609960 761415 44808 9820323
Bai 12176 o6 134508
Nusa Tenggara Barat 96444 255728 201108 559280
Nusa Tenggara Timur 113321 223159 217200 s53770
BALI DAN NUSA TENGGAR 121041 524100 01504 1247854
Kelmanian Barat 58709 104551 183615 346675
Kalmantan Tengan 21978 30073 74290 138341
Kaimantan Seiatan soss1 6134 2804 169019
Kelmanan Trmix 28156 73511 87330 18897
KAMANTAN 142320 273269 421839 434z
Sulawesi Utara 19877 49379 4653 115795
Suiawes Tengah 28192 64502 66432 159126
SulawesiSelatan se7s1 213380 211959 514120
Sulawes enggara 5073 104625 103050 253157
Garontelo 16524 3119 2574 70517
Sulawesi Barat 21064 30373 33136 0573
suaEs 25911 ass 678 483699 1203288
Maluu 33450 72618 38268 144336
Maluku Utera 11592 2oz 2747 56260
an Jaya Barat 20255 45433 w05 112003
Papua 11238 208,351 16669 asm34
MALUKU dan PRRUA 186,684 351323 262116 800123

INDONESIA

Sumber : Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008



m BUKU SAKU PROGRAM
11 PENANGGULANGAN KEMISKINAN
C. PERKEMBANGAN KEMISKINAN

.

Secara umum, angka kemiskinan Indonesia
sejak 1998 — 2011 terus menurun. Penurunan
tersebut tidak lepas dari upaya keras pemerintah
untuk menanggulangi kemiskinan melalui ber-
bagai program pro-rakyat. Kendati belum bisa
dikatakan maksimal, akan tetapi tren penurunan
menunjukan bahwa program-program penanggu-
langan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah
telah memberikan efek positif bagi peningkatan
kemampuan masyarakat dalam mengembang-
kan hak-hak dasar mereka. Penurunan angka
kemiskinan sejak 1998 - 2010 dapat dilihat pada
gambar 2.

Gambar 2. Perkembangan Angka Kemiskinan di
Indonesia 1996 — 2011

60,00 60,00
50,00 50,00

40,00 40,00

30,00 30,00

20,00 7 2 20,00

10,00 10,00

0,00 + T 0,00

2 3 3 8 83 8 88 88 8 88 8 8

Jumlah Penduduk Miskin (Kanan) — %Penduduk Miskin (Kiri)

Sumber: BPS, 2011
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Berdasarkan Worldfactbook, BPS, dan World
Bank, di tingkat dunia penurunan jumlah pen-
duduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat
dibandingkan negara lainnya. Tercatat pada rent-
ang 2005 — 2009 Indonesia mampu menurunkan
laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin
per tahun sebesar 0,8%, jauh lebih tinggi diban-
dingkan dengan pencapaian negara lain semisal
Kamboja, Thailand, Cina, dan Brasil yang hanya
berada di kisaran 0,1% per tahun. Bahkan India
mencatat hasil minus atau terjadi penambahan
penduduk miskin (lihat gambar 3).

Gambar 3. Perbandingan Tingkat Penurunan/Pertam-

bahan Penduduk Miskin Per Tahun di Berbagai Negara
Berkembang

Cambodia e 011
Thailand |, 009
Pakistan | 009

Philippines | 001

-048 Mexi

-0.185 lodaed

China  fa 0415
Brazil -_ 011
Indonesia | 08

,i -0.5 0 0-.5 1
Sumber : TNP2K, 2011

== 2005 - 2009

Kendati Indonesia adalah negara yang paling
berhasil menurunkan angka kemiskinan, akan
tetapi masih terdapat disparitas antar provinsi.
Ada provinsi yang berhasil menurunkan prosen-
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tase penduduk miskinnya dengan cepat dan ada
pula yang lambat. Gambar 4 berikut menggam-
barkan profil kemiskinan beberapa provinsi di In-
donesia tahun 2010:

Gambar 4. Profil Kemiskinan Per Provinsi Tahun 2011
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Sumber : BPS, 2011

Selain itu, sebaran penduduk miskin juga ti-
dak merata di seluruh wilayah kepulauan Indone-
sia seperti terlihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Profil Sebaran Penduduk Miskin Berdasar
Pulau (%)

15,63
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Penduduk miskin sebagaimana digambar-
kan pada gambar 5 tersebut tinggal di wilayah
perkotaan maupun perdesaan, dengan prosen-
tase terbesar berada di wilayah perdesaan di Pu-
lau Jawa, disusul Pulau Sumatera, baru kemu-
dian pulau-pulau lain di Indonesia. Secara rinci,
gambaran jumlah penduduk miskin di perdesaan
dan perkotaan dapat dilihat pada gambar 6.

Gambar 6. Jumlah Penduduk Miskin Perdesaan dan
Perkotaan 2011 (dalam ribuan)

1538,52,

Maluku dan Papua  [E75137 Jumlah Penduduk Miskin dalam
Sulawesi | EE"3550s 1.789.60 Ribuan (Pedesaan)

" — 704,11 Jumlah Penduduk Miskin dalam
Kalimantan - [ =" 26522 Ribuan (Pedesaan)

Bali dan Nusa Tenggara | mem 65513 | -

9,208,27
Jawa | e ———— 7 518 7)

Sumatera | e—— > 135 75
T

1000 4
2000
€000
000 4
$000
900'0
1000
8000
6000
0100

Sumber : Susenas 2011



Anggaran Program
Peningkatan Kesejahteraan
Rakyat dalam RAPBN 2012

1. Ketahanan pangan sebesar 41,9 triliun rupiah.
2. Bantuan langsung pupuk sebesar 675 miliar rupiah.
3. Bantuan langsung bibit unggul sebesar 1,8 triliun
rupiah.
4. Modal kerja bagi sebanyak 3.340 kelompok nelayan.
5. Pembangunan kawasan minapolitan untuk 3.700
kelompok nelayan.
6. Pembangunan dan pembinaan pelabuhan perikanan
pada 816 pelabuhan.
7.  Program PNPM Mandiri dengan 13,1 triliun rupiah,
termasuk:
a. Program PNPM perdesaan sebesar 9,6 triliun
rupiah;
b. Program PNPM perkotaan sebesar 2 triliun
rupiah;
c. Program PNPM daerah tertinggal dan khusus
sebesar 42,3 miliar rupiah.
8. Bantuan tunai bersyarat Program Keluarga Harapan
(PKH) sebesar 2,1 triliun rupiah.
9. Beras bagi rakyat miskin dan setengah miskin sebe-
sar 15,6 triliun rupiah.
Sumber: Pidato Presiden RI Pada Penyampaian Keterangan Peme-

rintah Atas RUU APBN 2012 Beserta Nota Keuangannya, 16 Agustus
2011
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A. LANDASAN HUKUM

.

Agenda besar pembangunan Indonesia ter-
muat dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang
kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) tahunan. Tema RKP 2010
adalah "Pemulihan Perekonomian Nasional dan
Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, sedangkan
tema RKP 2011 adalah "Percepatan Pertumbu-
han Ekonomi yang Berkeadilan Didukung oleh
Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat Dae-
rah”. RPJMN 2010-2014 juga telah menetapkan
sasaran pembangunan ekonomi dan peningkatan
kesejahteraan rakyat, antara lain: (1) Pertumbu-
han ekonomi, dengan proyeksi 7,0 — 7,7% pada
tahun 2014; (2) Penurunan tingkat penganggu-
ran, dengan target 5 — 6% pada akhir 2014; dan
(3) Penurunan angka kemiskinan, dengan target
8-10 % di akhir 2014.

RPJMN dan RKP ini berkaitan dengan Sepu-
luh Direktif Presiden yang disampaikan pada
Rapat Kerja dengan menteri, gubernur, serta
ahli ekonomi dan teknologi, di Istana Tampak
Siring 2010, yakni: (1) Ekonomi harus tumbuh
lebih tinggi; (2) Pengangguran harus menurun
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dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih
banyak; (3) Kemiskinan harus makin menurun;
(4) Pendapatan per kapita harus meningkat; (5)
Stabilitas ekonomi terjaga; (6) Pembiayaan (fi-
nancing) dalam negeri makin kuat dan mening-
kat; (7) Ketahanan pangan dan air meningkat;
(8) Ketahanan energi meningkat; (9) Daya saing
ekonomi nasional menguat dan meningkat; (10)
Memperkuat “green economy” atau ekonomi ra-
mah lingkungan.

Terkait hal tersebut, pemerintah telah mene-
tapkan tiga jalur strategi pembangunan, yaitu: (1)
Pro-Pertumbuhan (pro-growth), untuk mening-
katkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi
melalui investasi, sehingga diperlukan perbai-
kan iklim investasi, melalui peningkatan kualitas
pengeluaran pemerintah, melalui ekspor, dan
peningkatan konsumsi; (2) Pro-Lapangan Kerja
(pro-job), agar pertumbuhan ekonomi dapat
menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-lu-
asnya dengan menekankan pada investasi padat
pekerja; (3) Pro-Masyarakat Miskin (pro-poor),
agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi
jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya den-
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gan penyempurnaan sistem perlindungan sosial,
meningkatkan akses kepada pelayan dasar, dan
melakukan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan yang dilakukan dimaksudkan
untuk menciptakan kesempatan kerja yang sel-
uas-luasnya dan mengurangi jumlah penduduk
miskin secepat-cepatnya dengan melibatkan se-
luruh masyarakat (inclusive growth).

Untuk meningkatkan koordinasi penanggu-
langan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Per-
aturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang
merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pres-
iden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Perpres
tersebut diamanatkan untuk membentuk Tim Na-
sional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K) di tingkat pusat yang keanggotaannya
terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia
usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Se-
dangkan di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
(TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota.
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Gambar 7 Instrumen Utama Penanggulangan Kemiskinan
KLASTER |

KLASTER Il

PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
BERBASIS
PEMBERDAYAAN

KLASTER Il

PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
BERBASIS
PEMBERDAYAAN

BANTUAN SOSIAL
TERPADU BERBASIS
KELUARGA

Tujuan: Tujuan: Tujuan:

Mengurangi beban rumah | | Mengembangkan potensi dan Memberikan akses dan pen-

tangga miskin melalui memperkuat  kapasitas  ke- guatan ekonomi bagi pelaku
peningkatan akses lompok  masyarakat miskin| | usaha berskala mikro dan
terhadap kesehatan, untuk terlibat dalam pemban-| | kecil

pendidikan, air bersih dan gunan yang didasarkan pada

sanitasi prinsip-prinsip pemberdayaan

masyarakat

Sumber : TNP2K, 2011

Selain tiga instrumen utama penanggulan-
gan kemiskinan di atas, pemerintah menerbitkan
Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 Ten-
tang Tim Koordinasi Peningkatan Dan Perluasan
Program Pro-Rakyat. Upaya peningkatan dan per-
luasan program pro-rakyat (Klaster V) dilakukan
melalui:

1. Program Rumah Sangat Murah.

2. Program Kendaraann Angkutan Umum

Murah.
. Program Air Bersih Untuk Rakyat.
. Program Listrik Murah dan Hemat.
. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan.
. Program Peningkatan Kehidupan Masyara
kat Miskin Perkotaan.

(206 IF >N ¢V
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B. PROGRAM-PROGRAM PENANGGU-
LANGAN KEMISKINAN KLASTER I

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah program perlindungan sosial yang
memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tang-
ga Sangat Miskin (RTSM)13 Program Pengen-
tasan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu Il

dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan
melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang
telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka
pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan
dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus
mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga
generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap
kemiskinan.

Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya
pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium.
Lima Komponen Tujuan MDG'’s yang akan terban-
tu oleh PKH yaitu: Pengurangan penduduk miskin
dan kelaparan; Pendidikan Dasar; Kesetaraan
Gender; Pengurangan angka kematian bayi dan
balita; Pengurangan kematian ibu melahirkan.

2. Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)
Salah satu alasan rendahnya partisipasi pen-
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didikan khususnya pada kelompok miskin adalah
tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung
maupun tidak langsung. Biaya langsung meliputi
antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat
tulis, sementara biaya tidak langsung meliputi an-
tara lain biaya transportasi, kursus, uang saku dan
biaya lain-lain.

Keadaan tersebut tentu sangat berpengaruh
pada rendahnya angka partisipasi pendidikan
penduduk miskin terutama disebabkan oleh ban-
yaknya putus sekolah dan angka tidak melanjut-
kan pendidikan ke jenjang berikut.

Hal tersebut didukung oleh data SUSENAS
BPS yang mengungkapkan bahwa terjadinya
putus sekolah sebagian besar disebabkan oleh
alasan ekonomi baik karena tidak memiliki biaya
maupun karena anak harus bekerja. Hal tersebut
jelas mengungkapkan bahwa penduduk miskin
tidak akan mampu menjangkau pendidikan jika
tidak dibantu oleh pemerintah.

Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah bantuan
yang diberikan kepada siswa dari keluarga kurang
mampu atau pra sejahtera | untuk dapat melaku-
kan kegiatan belajar di sekolah. Bantuan ini mem-
beri peluang bagi siswa untuk mengikuti pen-
didikan di level yang lebih tinggi. Selain itu juga
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bertujuan untuk mengurangi jumlah siswa putus
sekolah akibat permasalahan biaya pendidikan.

Bantuan Pendidikan Siswa Miskin berupaya
meringankan biaya pendidikan siswa, bisa dalam
bentuk pembiayaan iuran bulanan sekolah dan
atau pembelian perlengkapan belajar siswa, dan
atau transportasi siswa ke sekolah.

Nilai Beasiswa untuk Siswa Miskin Jenjang
Pendidikan Dasar adalah Rp.30.000 per siswa per
bulan / Rp.360.000 per siswa per tahun. Semen-
tara Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Menengah,
Atas, dan Kejuruan adalah Rp. 65.000,00 per
siswa per bulan.

3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BOS adalah program pemerintah untuk penye-
diaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satu-
an pendidikan dasar dan menengah pertama se-
bagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 9
tahun. BOS diprioritaskan untuk biaya operasional
nonpersonal, meskipun dimungkinkan untuk
membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong
dalam biaya personil dan biaya investasi. Tujuan
umum program BOS untuk meringankan beban
masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan
dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang



BUKU SAKU PROGRAM m

PENANGGULANGAN KEMISKINAN
bermutu. Sasaran program BOS adalah semua
sekolah SD dan SMP, termasuk Sekolah Menen-
gah Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar
Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh ma-
syarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh
provinsi di Indonesia. Sasaran program BOS ta-
hun 2011 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Sasaran Program BOS 2011

Unit Cost

Jenjang Jumlah persiswa Jumlah Dana
Pendidik: kolah Rp Tril
endidikan  Sekolal (Rp ribuan) (Rp Trilyun)
397 (Kab)
SD 146.904 27.225.299 400 (Kota) 10,824
570 (Kab)
SMP 34.185 9.526.216 575 (Kota) 5,441
TOTAL 181.089 36.751.515 16,265

Sumber: Kementerian Pendidikan Nasional, 2011

4. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
(JAMKESMAS)

Jamkesmas adalah program bantuan sos-
ial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat
miskin dan hampir miskin. Tujuan Jamkesmas
adalah meningkatkan akses terhadap masyarakat
miskin dan hampir miskin agar dapat memperoleh
pelayanan kesehatan. Pada saat ini Jamkesmas
melayani 76,4 juta jiwa.
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5. Program Beras Untuk Keluarga Miskin
(RASKIN)

Raskin merupakan subsidi pangan yang di-
peruntukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya
dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan
pangan dan memberikan perlindungan pada ke-
luarga miskin. Pendistribusian beras ini diharap-
kan mampu menjangkau keluarga miskin dimana
masing-masing keluarga akan menerima beras
minimal 10 Kg/KK tiap bulan dan maksimal 20 Kg/
KK tiap bulan dengan harga bersih Rp 1.000/kg di
titik-titik distribusi. Keberhasilan Program Raskin
diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator
6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga,
tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

Program ini bertujuan untuk mengurangi be-
ban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS)
melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan
pokok dalam bentuk beras dan mencegah penu-
runan konsumsi e-nergi dan protein. Selain itu
raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka
akses pangan keluarga melalui penjualan beras
kepada keluarga penerima manfaat dengan jum-
lah yang telah ditentukan.



BUKU SAKU PROGRAM m
PENANGGULANGAN KEMISKINAN 4!
C. PROGRAM-PROGRAM PENANGGU-
LANGAN KEMISKINAN KLASTER II

1. Program Nasional Pemberdayaan Ma-
syarakat (PNPM)

PNPM adalah program nasional dalam wu-
jud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan
pelaksanaan program-program penanggulangan
kemiskinan berbasis pemberdayaan masyara-
kat. PNPM dilaksanakan melalui harmonisasi
dan pengembangan sistem serta mekanisme dan
prosedur program, penyediaan pendampingan,
dan pendanaan stimulan untuk mendorong pra-
karsa dan inovasi masyarakat dalam upaya pen-
anggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Program penanggulangan kemiskinan yang
berbasis pemberdayaan masyarakat dapat dikat-
egorikan menjadi dua yakni: (1) PNPM-Inti terdiri
dari program/proyek pemberdayaan masyarakat
berbasis kewilayahan, yang mencakup PNPM
Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan,
Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Eko-
nomi Wilayah (PISEW), dan Percepatan Pemban-
gunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK).
(2) PNPM-Penguatan terdiri dari program-pro-
gram pemberdayaan masyarakat berbasis sektor
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untuk mendukung penanggulangan kemiskinan
yang pelaksanaannya terkait pencapaian target
sektor tertentu. Pelaksanaan program-program ini
di tingkat komunitas mengacu pada kerangka ke-
bijakan PNPM Mandiri.

a. PNPM Mandiri Perdesaan

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan ba-
gian dari PNPM inti yang ditujukan bagi pem-
berdayaan masyarakat di perdesaan. Program
ini dikembangkan dari Program Pengemban-
gan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan
sejak 1998. Besar dana Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) yang dialokasikan ke keca-
matan adalah sebesar Rp 1,5 — 3 Miliar, yang
ditentukan berdasarkan jumlah desa tertinggal
dan rasio jumlah penduduk miskin dibanding-
kan jumlah penduduk di kecamatan tersebut.
Setiap kecamatan akan mendapat minimal 3
kali alokasi.

Sumber Pendanaan dan Anggaran PNPM-
Mandiri Perdesaan adalah dana dari APBN
dan APBD. Mekanisme pencairan dana ini dari
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) atau Kas Daerah ke rekening kolektif
bantuan PNPM (BPNPM) yang dikelola oleh
UPK. Masyarakat desa dapat menggunakan
dana tersebut sebagai hibah untuk memban-
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gun prasarana penunjang produktivitas desa,
pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal
usaha, atau kegiatan sosial seperti kesehatan
dan pendidikan. PNPM-Mandiri Perdesaan
bertujuan meningkatkan partisipasi masyara-
kat dalam membangun daerahnya.

b. PNPM Perdesaan R2PN (Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Pulau Nias)

PNPM R2PN menyediakan fasilitasi pem-
berdayaan masyarakat, kelembagaan lokal,
pendampingan masyarakat, pelatihan ma-
syarakat, serta dana Bantuan Langsung untuk
Masyarakat (BLM) dalam mendukung usulan
kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang
direncanakan, diputuskan dan dikelola oleh
masyarakat. BLM PNPM R2PN secara khusus
dialokasikan untuk penyediaan dan perbaikan
rumah dan permukiman penduduk, yang ter-
kena dampak bencana dengan mekanisme
PNPM Mandiri Perdesaan.

Tujuan umum dari PNPM R2PN adalah
mempercepat penanggulangan kemiskinan
dengan cara pengembangan kemandirian ma-
syarakat. Upaya ini ditempuh dengan mening-
katkan kapasitas masyarakat dan pemerintah-
an lokal, serta penyediaan prasarana sarana
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sosial dasar dan ekonomi.

Sasaran lokasi adalah desa dan/atau ke-
camatan lokasi PNPM Mandiri Perdesaan
yang tidak termasuk kategori “kecamatan
bermasalah” dan telah terkoordinasikan den-
gan BRR NAD dan Nias. Sasaran pemanfaat
adalah rumahtangga miskin (keluarga inti);
pemerintahan desa dan masyarakat umum;
serta guru, orangtua/wali murid.

¢ PNPM Mandiri Agribisnis/SADI (Small-
holder Agribusiness Development Initia-
tive)

PNPM Mandiri SADI adalah program untuk
mempercepat upaya pengentasan kemiskinan
di daerah perdesaan dengan meningkatkan
pendapatan rumah tangga petani miskin me-
lalui peningkatan kapasitas khusus kelom-
pok yang dipilih petani untuk meningkatkan
produktivitas dan akses ke pa-sar. Program
ini dilaksanakan dengan mekanisme PNPM
Mandiri Perdesaan dan didanai dari hibah Aus-
AID No. TF057097 dalam kerangka kerjasama
Australia-Indonesia Partnership (AIP).

PNPM SADI terdiri dari tiga subprogram
yaitu (1). perencanaan partisipatif dengan
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mengadopsi mekanisme dan prosedur PNPM
Mandiri Perdesaan; (2). analisis dan mem-
perkuat jaringan pemasaran dan rantai nilai
yang bergantung pada petani untuk mendapat-
kan produk mereka ke konsumen dengan
dukungan IFC (International Finance Corpo-
ration); (3). melakukan penelitian terhadap
tumbuhan atau hewan yang dapat diadaptasi
oleh petani untuk meningkatkan produktivitas
dan pendapatan mereka dengan dukungan
ACIAR (Australia Center for International Ag-
ricultural Research).

Program PNPM Mandiri SADI memiliki sa-
saran rumah tangga miskin, terutama anggota
kelompok tani yang sangat miskin, lembaga-
lembaga masyarakat di bidang pertanian.

d. PNPM Generasi Sehat Dan Cerdas
PNPM Generasi Sehat dan Cerdas meru-
pakan program pemerintah yang memfasili-
tasi masyarakat dalam rangka perencanaan
dan pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan
derajat kesehatan ibu dan anak, serta pen-
ingkatan akses pendidikan dasar dan menen-
gah. Program ini memfokuskan diri pada dua
aspek kegiatan, yaitu kesehatan ibu-anak
balita; serta pendidikan anak-anak usia seko-



M BUKU SAKU PROGRAM

11 PENANGGULANGAN KEMISKINAN
lah (Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah
dan Sekolah Menengah Pertama atau Ma-
drasah Tsanawiyah). Dalam pelaksanaan-
nya, pilot ini me-ngadopsi sepenuhnya prinsip
dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan yang
berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan
mengedepankan partisipasi masyarakat (bot-
tom up).

Tujuan dari program PNPM Generasi Se-
hat dan Cerdas adalah meningkatkan derajat
kesehatan ibu dan anak-anak balita dan me-
ningkatkan pendidikan anak-anak usia seko-
lah hingga tamat Sekolah Dasar (SD/MI) dan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP/
MTs).

e. PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan
(PNPM-LMP)

PNPM-LMP adalah program yang beru-
paya agar aspek lingkungan dan pengelolaan
sumber daya alam menjadi bagian integral dari
aktivitas pembangunan masyarakat di perde-
saan. Hal ini dilakukan agar kegiatan penang-
gulangan kemiskinan menyentuh aspek ling-
kungan dan pengelolaan sumber daya alam,
sehingga penggalian gagasan dan usulan keg-
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iatan selama ini yang muncul dari masyarakat
yang terkait dengan aspek pengelolaan ling-
kungan dan sumber daya alam.

Tujuan umum program ini adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan
kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan
mendorong kemandirian dalam pengambilan
keputusan dan pengelolaan pembangunan
perdesaan melalui pengelolaan lingkungan
dan sumber daya alam secara lestari.

Kelompok masyarakat yang menjadi sasa-
ran PNPM LMP adalah kelompok masyarakat
miskin perdesaan (RTM); kelembagaan ma-
syarakat yang terkait dengan kegiatan ling-
kungan hidup dan pengelolaan sumber daya
alam (Kelompok petani, nelayan, penambang,
peladang berpindah, dan kelompok peduli ling-
kungan); Tata pemerintahan lokal (desa dan
kabupaten) lokasi pilot PNPM LMP.

f. Program Pengembangan Sistem Pem-
bangunan Partisipatif (P2SPP)

P2SPP adalah program untuk menginte-
grasikan pengelolaan pembangunan partisi-
patif pola PNPM-MP ke dalam sistem reguler
(Musrenbang), serta mendorong penyelarasan
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perencanaan teknokratis, politis dengan parti-
sipatif, pada dasarnya memiliki dua agenda
besar: peningkatan kapasitas masyarakat dan
penguatan pemerintahan lokal dalam peny-
elenggaraan pembangunan berbasis pember-
dayaan masyarakat. Tujuan Umum Program
Pengembangan Sistem Pembangunan Partisi-
patif (P2SPP) adalah menyatupadukan sistem
pembangunan partisipatif pola PNPM-MP ke
dalam sistem pembangunan reguler dan me-
nyelaraskan perencanaan teknokratis, politis
dengan perencanaan partisipatif.

g. PNPM Mandiri Respek (Rencana Stra-
tegis Pengembangan Kampung) Bagi Ma-
syarakat Papua

PNPM Mandiri Respek Bagi Masyarakat
Papua adalah program untuk mengembalikan
harga diri orang Papua bahwa mereka memi-
liki kemampuan untuk membangun diri dan
kampung sendiri. Secara bertahap program
ditujukan untuk mengembalikan semangat
gotong royong masyarakat, memberdayakan
masyarakat, dan mengembalikan kepercay-
aan masyarakat Papua kepada pemerintah
daerah.
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h. PNPM Mandiri Perkotaan

PNPM-Mandiri Perkotaan atau Program
Penanggulan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)
merupakan upaya pemerintah untuk memban-
gun kemandirian masyarakat dan Pemerintah
Daerah dalam menanggulangi kemiskinan
di perkotaan secara mandiri. Tujuan PNPM
Mandiri Perkotaan adalah:

1. Terbangunnya lembaga masyarakat
berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan,
prinsip-prinsip kemasyarakatan dan berorien-
tasi pembangunan berkelanjutan, yang aspi-
ratif, representatif, mengakar, mampu mem-
berikan pelayanan kepada masyarakat miskin,
mampu memperkuat aspirasi/suara masyara-
kat miskin dalam proses pengambilan keputu-
san lokal, dan mampu menjadi wadah sinergi
masyarakat dalam pe-nyelesaian permasala-
han yang ada di wilayahnya;

2. Meningkatnya akses bagi masyarakat
miskin perkotaan ke pelayanan sosial, prasa-
rana dan sarana serta pendanaan (modal),
termasuk membangun kerjasama dan kemi-
traan sinergi ke berbagai pihak terkait, dengan
menciptakan kepercayaan pihak-pihak terkait
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tersebut terhadap lembaga masyarakat;

3. Mengedepankan peran Pemerintah
Kota/Kabupaten agar mereka makin mampu
memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, baik
melalui pengokohan Komite Penanggulangan
Kemiskinan (KPK) di wilayahnya, maupun ke-
mitraan dengan masyarakat serta kelompok
peduli setempat.

4. Kelompok sasaran PNPM Mandiri
Perkotaan pada dasarnya mencakup empat
sasaran utama, yakni masyarakat, pemerintah
daerah, kelompok peduli setempat.

Kelompok sasaran PNPM Mandiri Perkota-
an pada dasarnya mencakup empat sasaran
utama, yakni masyarakat, pemerintah daerah,
kelompok peduli setempat dan para pihak ter-
kait (stake-holders).

i. PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan

PNPM-Mandiri Infrastruktur adalah pro-
gram yang dapat meningkatkan kesejahteraan
dan pembangunan perekonomian masyarakat
di daerah yang terpilih. Melalui program terse-
but masyarakat dapat melakukan pembangu-
nan, perbaikan prasarana, dan sarana infra-
struktur serta bidang lain guna mendukung
peningkatan perekonomian.
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Tujuan jangka panjang PNPM-Mandiri In-
frastruktur Perdesaan/Peningkatan Infrastruk-
tur Pedesaan adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan
tujuan jangka menengah adalah untuk menin-
gkatkan akses masyarakat miskin dan yang
mendekati miskin ke infrastruktur dasar di
wilayah perdesaan.

j- Pengembangan Infrastruktur Sosial Eko-
nomi Wilayah (PISEW)

PISEW adalah program yang dimaksud-
kan untuk mengurangi kesenjangan antar
wilayah, pengentasan kemiskinan, dan pengu-
rangan tingkat pengangguran terbuka. Hal-hal
tersebut dilakukan bersamaan dengan upaya
untuk meningkatkan kemampuan pemerintah
daerah dalam melaksanakan desentralisasi
dan otonomi daerah.

Tujuan pelaksanaan PISEW adalah
mempercepat pembangunan sosial ekonomi
masyarakat yang berbasis sumberdaya lo-
kal, mengurangi kesenjangan antarwilayah,
pengentasan kemiskinan daerah perdesaan,
memperbaiki pengelolaan pemerintahan (local
governance) dan penguatan institusi di perde-
saan Indonesia.
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k. Program Penyediaan Air Minum Berbasis
Masyarakat (PAMSIMAS)

Program WSLIC-3/PAMSIMAS merupakan
program dan aksi nyata pemerintah (pusat dan
daerah) dengan dukungan Bank Dunia, untuk
meningkatkan penyediaan air minum, sanita-
si, dan meningkatkan derajat kesehatan ma-
syarakat terutama dalam menurunkan angka
penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditu-
larkan melalui air dan lingkungan.

Tujuan program Pamsimas adalah untuk
meningkatkan akses layanan air minum dan
sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan
khususnya masyarakat di desa tertinggal dan
masyarakat di pinggiran kota (peri-urban).

Sasaran program ini adalah kelompok
miskin di perdesaan dan pinggiran kota (peri-
urban) yang memiliki prevalensi penyakit ter-
kait air yang tinggi dan belum mendapatkan
akses layanan air minum dan sanitasi.

I. PNPM-Mandiri Daerah Tertinggal Dan
Khusus/Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal Dan Khusus (P2DTK)

Program P2DTK adalah penanggulangan
kemiskinan dengan sasaran daerah tertinggal
dan daerah khusus yang dilakukan Pemerin-
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tah Daerah dengan difasilitasi oleh Pemerin-
tah Pusat (melalui Kementerian Pembangu-
nan Daerah Tertinggal) untuk meningkatkan
kapasitas sosial-ekonomi daerah melalui
pendekatan pemberdayaan dan keswadayaan
masyarakat.

P2DTK sebagai program yang dirancang
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di-
mana masyarakat penerima yang menentukan
sendiri kebutuhannya untuk meningkatkan
perekonomian. Pelaksanaan program ini meli-
batkan unsur pemerintah, masyarakat, dan
konsultan dengan struktur organisasi berjen-
jang dari tingkat nasional sampai kecamatan.

Tujuan P2DTK secara umum adalah untuk
membantu Pemerintah Daerah dalam mem-
percepat pemulihan dan pertumbuhan sosial
ekonomi di daerah-daerah tertinggal dan khu-
sus. Adapun kelompok yang menjadi sasaran
dari program P2DTK adalah pemerintah dae-
rah, komunitas dan masyarakat serta lembaga
sosial kemasyarakatan.

m. PNPM Mandiri Kelautan Dan Perikanann
(PNPM Mandiri-KP)

PNPM Mandiri-KP adalah salah satu pro-
gram penanggulangan kemiskinan yang ber-

m
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basis pada pemberdayaan masyarakat di ka-
wasan pesisir atau masyarakat nelayan pada
sektor kelautan dan perikanan.

Tujuan PNPM Mandiri-KP adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan
kerja bagi kelompok masyarakat yang men-
cari nafkah di bidang kelautan dan perikanan
yang miskin di 120 Kabupaten/Kota penerima
PNPM Mandiri-KP. Mereka adalah warga yang
tinggal di wilayah pesisir atau di luar pesisir
yang memiliki kegiatan di bidang kelautan dan
perikanan.

Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri-
KP meliputi: Perikanan Budidaya; Perikanan
Tangkap; Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan; Pengawasan dan Pengendalian
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; Penge-
lolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir, dan Pu-
lau-Pulau Kecil; Pengembangan Sumberdaya
Manusia Kelautan dan Perikanan.

n. PNPM-Mandiri Pariwisata

PNPM Mandiri Pariwisata adalah salah
satu program penanggulangan kemiskinan
yang berupaya membantu masyarakat miskin
yang tinggal di sekitar wilayah destinasi pariwi-
sata. Desa-desa miskin yang menjadi sasaran
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PNPM-Mandiri Pariwisata adalah desa-desa
yang memiliki potensi pengembangan keg-
iatan kepariwisataan, dekat dengan Obyek
Daerah Tujuan Wisata (ODTW), maupun fasili-
tas pendukung pariwisata.

Kegiatan-kegiatan pokok pengembangan
destinasi pariwisata unggulan adalah untuk
(1) Mendorong pertumbuhan dan perkemban-
gan investasi dalam industri pariwisata melalui
konsep simplifikasi perizinan dan insentif per-
pajakan bagi investor. (2) Mendorong pertum-
buhan daya tarik wisata unggulan di setiap
provinsi (one province one primary tourism
destination) bersama-sama dengan pemer-
intah daerah, swasta, dan masyarakat. (3)
Pengembangan paket-paket wisata yang kom-
petitif di masing-masing destinasi pariwisata.
(4) Revitalisasi dan pembangunan kawasan
pariwisata baru, termasuk pula prasarana dan
sarana dasarnya (seperti jaringan jalan, listrik,
telekomunikasi, air bersih dan sarana kesehat-
an). (5) Pemberian insentif dan kemudahan
bagi pelaku usaha pariwisata dalam memban-
gun produk pariwisata (daya tarik dan sarana
pariwisata). (6) Pemberian perhatian khusus
kepada pengembangan kawasan ekowisata
dan wisata bahari, terutama di lokasi-lokasi



m BUKU SAKU PROGRAM

111 PENANGGULANGAN KEMISKINAN
yang mempunyai potensi obyek wisata alam
bahari yang sangat besar. (7) Pengembangan
pariwisata yang berdaya saing melalui: (a)
terbangunnya komitmen nasional agar sektor-
sektor di bidang keamanan, hukum, perbank-
an, perhubungan, dan sektor terkait lainnya
dapat menfasilitasi berkembangannya kepari-
wisataan terutama pada wilayah-wilayah yang
memiliki destinasi pariwisata unggulan; (b)
harmonisasi dan simplifikasi perangkat per-
aturan baik di tingkat pusat, daerah dan antara
pusat dan daerah; (c) menformulasi, menerap-
kan, dan mengawasi standar industri pariwi-
sata yang dibutuhkan.

o. PNPM-Mandiri Perumahan dan Permuki-
man (PNPM-Mandiri Perkim)

PNPM-Mandiri Perkim adalah salah satu
program yang bertujuan mencapai pemenuhan
tempat tinggal layak huni. Program ini meru-
pakan bagian dari pelaksanaan PNPM Mandiri
yang dilaksanakan melalui fasilitas berbagai
kegiatan yang terkait dengan bidang peruma-
han permukiman dalam upaya menumbuh-
kembangkan kemampuan masyarakat dalam
peningkatan kualitas rumah dan perumahan,
pemenuhan kebutuhan rumah dan peruma-
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han, serta peningkatan kualitas permukiman
yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

2. Program Perluasan Dan Pengembangan Ke-
sempatan Kerja/Padat Karya Produktif

Padat Karya adalah suatu kegiatan produk-
tif yang memperkerjakan atau menyerap tenaga
kerja penganggur dan setengah penganggur
yang relatif banyak. Secara teknis konsep pro-
gram ini adalah untuk membangun ekonomi ma-
syarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat
usaha-usaha produktif dengan memanfaatkan po-
tensi SDA, SDM dan Teknologi sederhana yang
ada serta peluang pasar. Kegiatan Padat Karya
Produktif dilakukan untuk memberdayakan ma-
syarakat dalam rangka membangun ekonomi ma-
syarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat
usaha produktif dengan memanfaatkan potensi
Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manu-
sia (SDM) dan Teknologi sederhana yang tersedia
yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat perdesaan dan memperluasan kes-
empatan kerja.

Jenis-jenis usaha yang dapat dikembangkan
dalam kegiatan Padat Karya Produktif lebih berori-
entasi pada kegiatan usaha yang bersifat ekonomi
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produktif dan berkelanjutan seperti:

. Usaha-usaha di sektor pertanian, sub sektor
tanaman pangan dan holtikultura, antara lain;
budi daya padi, jagung, cabe, kentang dan
buah-buahan.

* Usaha-usaha di sektor pertanian, sub sektor
peternakan, antara lain; penggemukan sapi,
kambing, peternakan ayam potong dan pe-
telor.

* Usaha-usaha di sektor pertanian, sub sektor
perikanan, antara lain; pembenihan udang,
budi daya rumput laut, kolam ikan, tambak
dan kerambah.

. Di bidang usaha industri kecil, antara lain;
pembakaran gamping, batu bata, batako dan
pembuatan keramik.

+ Sarana penunjang ekonomi rakyat, seperti;
pasar perdesaan, embung (penampungan air
di musim hujan) dan waduk.

D. PROGRAM-PROGRAM PENANGGU-
LANGAN KEMISKINAN KLASTER III
1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah dana pinja-
man dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK) dan
atau Kredit Investasi (Kl) dengan plafon kredit dari
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Rp. 5 Juta sampai dengan Rp. 500 juta. Agunan
pokok KUR adalah proyek/usaha yang dibiayai,
namun Pemerintah membantu menanggung me-
lalui program penjaminan hingga maksimal 70%
dari plafon kredit.

Bantuan berupa fasilitas pinjaman modal ini
adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan
perbankan yang sebelumnya hanya terbatas pada
usaha berskala besar dan kurang menjangkau
pelaku usaha mikro kecil dan menengah seperti
usaha rumah tangga dan jenis usaha mikro lain
yang bersifat informal, mempercepat pengemban-
gan sektor riil dan pemberdayaan UMKM

2. Kredit Usaha Bersama (KUBE)

KUBE adalah program yang bertujuan menin-
gkatkan kemampuan anggota KUBE di dalam me-
menuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari,
ditandai dengan: meningkatnya pendapatan ke-
luarga; meningkatnya kualitas pangan, sandang,
papan, kesehatan, tingkat pendidikan; Meningkat-
nya kemampuan anggota KUBE dalam mengatasi
masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam ke-
luarganya maupun dengan lingkungan sosialnya;
Meningkatnya kemampuan anggota KUBE dalam
menampilkan peranan-peranan sosialnya, baik
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dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya.

Sasaran program KUBE adalah keluarga

miskin produktif (orang yang sama sekali tidak
mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak
mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan
pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang
yang mempunyai sumber mata pencaharian,
tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok
yang layak bagi kemanusiaan; Keluarga Miskin
yang mengalami penurunan pendapatan dan
kesejahteraannya atau mengalami penghentian
penghasilan.

,, Alhamdullilah, keadaan ini telah berubah. Saat ini, saya
dapat memastikan bahwa semua warga negara berpeng-
hasilan rendah, memiliki hak untuk memperoleh pelayanan
kesehatan dan pendidikan dari pemerintah. Tidak boleh
ada lagi anak-anak kita dalam usia wajib belajar yang tidak
bisa bersekolah. Tidak boleh juga ada warga negara tidak
mampu, yang gagal memperoleh pelayanan dasar kesehatan
dari pemerintah. Oleh karena itu, saya menyeru agar
seluruh jajaran pemerintah, di tingkat nasional, provinsi,
kabupaten dan kota, memastikan bahwa program yang
mulia ini dapat diimplementasikan dengan baik dan nyata.

Sumber: Pidato Kenegaraan Presiden
RI, 16 Agustus 2011
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erbagai program penanggulangan kemiski-

nan telah dilaksanakan oleh pemerintah.

Terlepas dari berbagai kendala yang di-
hadapi, program-program tersebut secara nyata
telah berhasil menurunkan jumlah masyarakat
miskin dan tingkat kemiskinan nasional dalam
lima tahun terakhir. Keberhasilan tersebut tidak
lepas dari keberhasilan program-program sektoral
yang dilaksanakan secara integratif dan terkoordi-
nasi antar kementerian/lembaga.

Tabel 4. Capaian Program Penanggulangan Kemiski-
nan, Tahun 2010

RPJMN 2010 - 2014

No. CAPAIAN | CAPAIAN
- TARGET 2009* 2010%
SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR 2010*
1. |BANTUAN SoSIAL Terlaksananya Jumlah RTSM yang ~ [816000 726376 [772830
TERPADU: pemberian Bantuan | mendapatkan Ban-
Integrasi program Tunai Bersyarat bag | tuan Tunai Bersyarat
perindungan sosial berbasis [RTSM (PKI) PKI RTSM)
keluarga yang mencakup
program bak yang bersifat
insidensial atau kepada
kelompok marginal, program Jumlah Siswa: 2246800
keluarga harapan, bantuan D §71193
pangan, jaminan sosial SMP 48214
bidang kesehatan, beasiswa sMu 305535
bagj anak keluarga Penyaluran Ban- 211967
berpendapatan rendah, Pen- | tuan Pendidikan | Perguruan Tinggj
ddikan Anak Usia Dini (PAUD) | Siswa Miskin (data [ Total Bantuan p)
dan Parenting Education  [Kmdiknas Juni Iy 839 miyar
menjadi Program Nasional [ 2011) W 479 miyar
mulai 2011 2012 pev 193 miyar
251 Milyar
Perguruan Tinggi 763 Miyar
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RPJMN 2010

- 2014

CAPAIAN | CAPAIAN

Wi TARGET | 2009* | 2010*
2010+
Bantuan Opersional
Sekolah Semua Jumlah Siswa SD yang 21673587 | 27130968
sekolah SD dan SMP | menerima BOS siswa siswa
termasuk SVPT
dan KBM yang
diselenggarakan
oleh masyarakat, | Jumiah Siswa SWP 9655153| 9465836
bak neger maupun | yang meneriam BOS siswa siswa
swasta.
Terumuskannya Persentase penduduk
ebiakan pembiayaan |(STMaSHk selurth
§ penduduk miskin) so| 48 5907
an jaminan ‘
oo ) yang memilid jaminan
<esehatan
kesehatan
Meningkatnya pela- | Jumiah puskesma yang
yanan kesehatan | memberkan pelayanan . .
dasar bagi penduduk | kesehatan dasar bagi 84811 8541 8967
miskin d puskesmas | penduduk misin
Meningkatnya Persentase RS yang
pelayanan melayani pasn
kesehatan rujukan | penduduk miskin Bl e 5
bagi penduduk peserta program
miskin di RS Jamkesmas
2| Program Nasional Pember- P
dayaan Masyarakat P Mo Cakupan penerapan asbiecd| FELE] 4s00keod
i PNPM dan Penguatan | 495 kabylota 495 kabyhota
lesaan kota di 37
PAPM it 37 prow. 37 prov
prov.
Cakupan wiayah
e (:E::Z:::si o |Hegeten reroninsi
oo & |san renabitasiposca | 2 katyokec | 2kalyshec | 2kayokeo
Nias) bencana krisis di Kab
Nias dan Nias Selatan
Pemberdayaan
dan
peroepatan pendg: | eqydayaan 10048 11039 10948
gulangan kemiskinan |y oicat (elurahan) Desa/Mel|  Desafkel|  Desakel
& pengangguran " :
kel hec. PNPM
Perkotaan)
PNPM Mandinfra- | frastruktur Pede-
struktur Pedesaan | saan (RS) kecamatan| 47Okec | 21Skec.




BUKU SAKU PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

RPJMN 2010 - 2014

m CAPAIAN | CAPAIAN
3 - TARGET 2009 2010%
2010*
pengembongan | PerSentese Pemda
e |vang mplementaskan
o [Hebjaken terkait 100% 100% 100%
P ¥ dengan PNPM PISEW (9
prov, 34 kab)
Jumiah desa yang
terfasitasi ar minum 1472desa| 1571 desa| 1569 desa
Program Penyedaan | PAMSIVAS)
Ar Minum Berbasis
Masyarakat Jumlah cakupan lokasi 109 kab/| 1 09 atyiota
arapan PMSIMAS 37 kab fota| ™ 15 prow
erep di15 prov o
Jumiah fasiitass
Pemda dalam pengem-
';ENmP"Mgg'ZT”"‘ Daerah | angan usaha ekonomi | 9 proy, 32 kab 39;& 394";“3‘;
masyarakat tertinggal
termasuk PNPM PISEW
Jumiah daerah yang
PNPM Mandi
Kelautan & Perkanan 720 PR 120kahota| 201 | 120 kayhota
PNPM Mandi 19 Jandir Kelautan dan ota
Perianan
Meningatnya jumiah
desa wisata melalui | TIah desa visata 200desa|  101desa| 200 desa

PNPM bidang wisata

(PNPM Parivisata)
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Data, fakta dan informasi yang tersaji dalam
buku ini, diharapkan dapat meningkatkan pema-
haman seluruh pihak terhadap permasalahan
kemiskinan dan upaya penanggulangan yang
dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian di-
harapkan partisipasi para pemangku kepentingan
dalam upaya penanggulangan kemiskinan akan
meningkat. Upaya penanggulangan kemiskinan
tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah
semata, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab
masyarakat lainnya.

Tekad Presiden SBY Menanggulangi Kemiskinan

Pemerintah mendorong pembangunan berdasarkan pilar-
pilar yang berorientasi pada pro-pertumbuhan (pro-growth);
pro-lapangan kerja (pro-job); dan pro-pengurangan kemiski-
nan (pro-poor). Sejak tahun 2009 yang lalu kita tambahkan
pilar yang keempat, yaitu pro-lingkungan (pro-environment).
Pilar ini sangat penting untuk memastikan bahwa dalam
jangka panjang, pembangunan yang kita jalankan dapat
memenuhi asas keberlanjutan, demi masa depan yang lebih
baik bagi anak-cucu kita.

Sumber: Pidato Kenegaraan Presiden RI, 16 Agustus 2011
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